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Wakil Ketua BPK Resmikan Mess Pegawai
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
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Selasa, 1 Maret 2016 Wakil Ketua BPK RI, Bapak Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A. meresmikan Mess
Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Jalan sawah kasar, helvetia, Medan.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DISKUSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
L] MENGENAI
> KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH
E ALAM MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK

MEDAN, 10 MARET 2016

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA KaAmis, 10 Maret 2016. Bertempat di yang telah dilakukan. Tindak lanjut merupakan
TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH uditorium BPK Perwakilan Provinsi  salah satu indikator kesungguhan dan komitmen

Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Suma- entitas untuk memperbaiki pengelolaan dan per-
tera Utara mengadakan kegiatan Diskusi dengan tanggungjawaban keuangan negara/daerah agar
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23 LKPD Diterima-Tepat- Waktu

'HALAMAN 2
"Galeri kegiatan

[HALAMAN 3
Pemerintah Daerah Tindak Lanjuti
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK'
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Penyerahan LKPD TA 2015 Pemprov
Sumatera Utara
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Penyerahan LKPD TA 2015
Pemko Pematangsiantar

Tapanuli Selatan
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Penyerahan LKPD TA 2015 Pemkab

Pemerintah Daerah Mengenai Kendala-kendala
yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Menin-
daklanjuti hasil Pemeriksaan BPK. Acara yang
diikuti oleh seluruh Inspektur dan Kepala DP-
PKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Sumatera Utara tersebut dibuka oleh Kepala Per-
wakilan Provinsi Sumatera Utara, Dra. Vincentia
Moli Ambar Wahyuni,M.M.,Ak. dalam sambu-
tannya Kepala Perwakilan menyampaikan keg-
iatan diskusi dengan Pemerintah Daerah tersebut,
dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam tindak lanjut
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lebih transparan dan akuntabel dalam menge-
lola dan mempertanggungjawabkan keuangan-
nya. berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK me-
mantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan. Ketentuan tersebut memberi
waktu 60 hari sejak diterimanya laporan hasil
pemeriksaan BPK, Pemerintah Daerah wajib me-
nyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas
tindak lanjut yang dilakukan.
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Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Terima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara TA 2015

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan yang mengatur bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD
harus disampaikan kepada BPK maka Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Tapanuli Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 kepada BPK Per-
wakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 30 Maret 2016. LKPD
tersebut diserahkan oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan,
dan diterima oleh Kepala Sub Auditorat Sumut III, Aris Laksono.

Turut hadir dalam acara ini, Inspektur dan Kepala Dipenloka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dari
pihak BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara turut hadir Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Per-
wakilan, Iskandar Setiawan, dan Anggota Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
LKPD yang diserahkan oleh Pemkab Tapanuli Utara terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan SAL dan Lapo-
ran Perubahan Ekuitas. LKPD Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan LKPD Tahun Anggaran 2015 yang per-
tama diterimaoleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Padatahun lalu, LKPD Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun Anggaran 2014 diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Maret 2015.
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PK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

menyelenggarakan Pemantauan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)
pada tanggal 22 Maret 2016. Acara tersebut diiku-
ti oleh inspektorat Pemerintah Daerah se-wilayah
Provinsi Sumatera Utara. Bertempat di Auditorium
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, acara terse-
but dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan,
V. M. Ambar Wahyuni, dalam sambutannya Kepala
Perwakilan menyampaikan bahwa kegiatan peman-
tauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
merupakan wujud nyata BPK dalam rangka melaku-
kan percepatan penyelesaian tindak lanjut hal tersebut
didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara pasal 20 yang menyatakan
bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPK memantau
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PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
34 PEMERINTAH DAERAH DAN 2 BUMD
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pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
Kepala Perwakilan berharap melalui kegiatan tersebut
pemerintah daerah dapat meningkatkan hasil tindak
lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Selain
dihadiri oleh para Inspektur beserta staf Inspektorat
dari 34 Pemerintah Daerah dan 2 BUMD di wilayah
Provinsi Sumatera Utara, kegiatan ini juga diikuti oleh
para auditor pemegang dosir masing-masing entitas
yang terlibat. Kegiatan yang ditutup pada sore hari
tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar.
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